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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BONE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis
Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
Reticana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Perkada, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2026;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) disempurnakan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indomnesi
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);




10,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7067);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taliunn 2008 Nomor
21);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Notrior 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
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Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 Tentang Pedotial Penyusutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022
Nomor 81);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen
Peteticatiaati Pettibatigitnan Daetrat Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Patijang
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bone 2024-2042 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bortie Tahun 2024 Noitiot 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor .
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2025 Nomor ...);

Perattitah Biipati Botie Notror 54 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tahun
2024 Nomor 55);

Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023
tentatig  Rencana  Pembangunan Déderah
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).
Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita
Daetah Kabtipateti Bonie Tahtin 2024 Nottior 41J;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN
2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

" daetah ototiofn.

3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dah DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
petiode 1 (satti) tahtit.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2026 berisi program-program prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dokumen
Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Rencana Kerja Pemerintah yang memuat Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional Tahun 2026.




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas
Plafon Aniggarah Seinetitara Tahun 2026; dan

c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB Iil
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab IV . Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab Vv . Reticatia Ketja dan Peridanaan Dderah

Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab VII : Penutup

(2) Uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

(1) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun
2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum Anggaran dan
Prioritas Plafori Anggaran Setenitara di DPRD.

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah dengan DPRD.

Pasal 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meneclaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026
hasil pembahasan bersama DPRD sebagai lampiran RKPD Tahun
2026.




BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watamporne
pada tanggal, 4 Jult 2025

Diundangkan di Watampone
atanggal, 4 Qul’ 2025




